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Abstrak 

Isu pemberdayaan perempuan semakin mendapat sorotan di berbagai kalangan, khususnya di wilayah pesisir yang 

kaya akan sumber daya alam namun tetap dihadapkan pada beragam permasalahan sosial dan ekonomi.Penelitian 

ini bertujuan untuk menggali dinamika pemberdayaan perempuan pesisir di Desa Kapetakan, Kabupaten Cirebon, 

dengan pendekatan kualitatif observasi. Dalam konteks pemberdayaan perempuan pesisir, sering kali terabaikan 

bahwa potensi perempuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan bisa memberikan 

dampak yang signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberdayaan perempuan pesisir, baik dalam hal keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta 

keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan komunitas. Dengan metode observasi langsung, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di desa ini didorong 

oleh inisiatif berbasis kearifan lokal dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat setempat serta pemerintah. 

Meski begitu, tantangan terkait pola budaya patriarkal dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan teknologi 

masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini mengusulkan pentingnya peran serta pemerintah dan lembaga non-

pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut melalui program-program yang lebih inklusif. 

 

Kata Kunci (Indonesia): pemberdayaan perempuan pesisir; pembangunan berkelanjutan; kearifan lokal 

 

Abstract 

Women’s empowerment has increasingly gained attention across various sectors of society, particularly in coastal 

areas that, despite being rich in natural resources, continue to face numerous social and economic challenges. 

This study aims to explore the dynamics of coastal women's empowerment in Kapetakan Village, Cirebon 

Regency, using a qualitative observational approach. In the context of coastal women’s empowerment, it is often 

overlooked that the potential of local women in managing natural resources sustainably can have a significant 

impact on both economic and social aspects. This research focuses on the factors that influence the empowerment 

of coastal women, including their skills, access to resources, and involvement in community decision-making. 

Through direct observation, in-depth interviews, and documentation, the findings reveal that women's 

empowerment in this village is driven by initiatives based on local wisdom and collaboration with local community 

groups as well as the government. Nevertheless, challenges related to patriarchal cultural patterns and limited 

access to education and technology remain the main obstacles. This study proposes the importance of the 

involvement of both government and non-governmental organizations to address these challenges through more 

inclusive programs. 

 

Keywords: coastal women empowerment; sustainable development; local wisdom 

 

PENDAHULUAN 

Pemberdayaan perempuan merupakan topik yang semakin menarik perhatian di 

berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah pesisir yang memiliki kekayaan sumber daya 

alam namun juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (Sari et al., 2020). Di 

banyak tempat, perempuan pesisir sering kali dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap 

sumber daya, pendidikan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Wijayanti & Santosa, 2021). Desa 
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Kapetakan, yang terletak di Kabupaten Cirebon, adalah salah satu contoh daerah pesisir yang 

memiliki potensi besar dalam pemberdayaan perempuan (Rahayu & Hidayati, 2020). Namun, 

dalam kenyataannya, perempuan di desa ini masih mengalami ketidaksetaraan dalam berbagai 

aspek kehidupan mereka, termasuk dalam ekonomi, sosial, dan budaya (Sundari & Purnama, 

2021). Studi menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di daerah pesisir dapat 

berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup (Fitriani et al., 

2020). Namun, tantangan besar tetap ada terkait dengan akses terhadap pendidikan dan 

pelatihan keterampilan yang relevan (Prasetyo et al., 2019). Oleh karena itu, peningkatan 

kesadaran mengenai hak-hak perempuan dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi aktif 

dalam pengambilan keputusan merupakan langkah penting dalam upaya pemberdayaan (Hadi 

et al., 2020). 

Desa Kapetakan dikenal dengan mata pencaharian utamanya sebagai nelayan dan 

pengolah hasil laut (Fitria et al., 2020). Meskipun sektor perikanan merupakan sumber utama 

pendapatan bagi masyarakat setempat, banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan 

ekonomi ini secara tidak langsung dan terbatas pada pekerjaan yang lebih rendah dalam rantai 

nilai, seperti pengolahan ikan dan hasil laut lainnya (Huda et al., 2021). Partisipasi perempuan 

dalam aktivitas perikanan dan pengelolaan sumber daya alam pesisir seharusnya dapat 

diberdayakan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Rosdiana & Rahmawati, 2020). 

Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah budaya patriarkal yang kental di masyarakat 

pesisir, yang membatasi ruang gerak perempuan baik dalam kegiatan ekonomi maupun dalam 

proses pengambilan keputusan (Arifin et al., 2020). Pemberdayaan perempuan dalam sektor 

perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama jika perempuan 

diberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan (Mulyani & Fadillah, 2021). Di banyak komunitas pesisir, peran 

perempuan sering kali diabaikan, meskipun mereka berkontribusi secara signifikan dalam 

kegiatan ekonomi (Setiawan & Kurniawan, 2020). Oleh karena itu, upaya pemberdayaan 

perempuan melalui pendidikan dan akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi 

menjadi sangat penting untuk memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi 

(Sari & Prabowo, 2020). 

Berdasarkan pengamatan awal, meskipun ada beberapa program pemberdayaan yang 

dijalankan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah di desa ini, hasil yang dicapai belum 

optimal (Winanti & Listyaningsih, 2023). Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat 

partisipasi perempuan dalam program-program tersebut dan minimnya akses perempuan 

terhadap keterampilan yang dapat memperluas peluang ekonomi mereka. Keberadaan peran 

serta perempuan dalam kelompok-kelompok usaha bersama, seperti pengolahan ikan asin, 

kerupuk ikan, dan usaha mikro lainnya, menunjukkan adanya potensi yang belum sepenuhnya 

dimanfaatkan. Selain itu, meskipun perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, 

mereka masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang 

relevan dengan pengembangan kapasitas ekonomi mereka. 

Penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan perempuan pesisir di Desa Kapetakan tidak 

hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan perubahan sosial dan budaya yang 

mendalam. Keberhasilan pemberdayaan perempuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
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mereka untuk mengakses sumber daya, baik berupa pelatihan keterampilan, modal usaha, 

maupun teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, faktor 

sosial seperti norma-norma budaya yang ada di masyarakat juga sangat mempengaruhi 

bagaimana perempuan dipandang dan diberi kesempatan untuk berkembang. 

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di Desa Kapetakan, dengan fokus 

pada aspek keterampilan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta peran 

perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Dengan pendekatan kualitatif 

observasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif 

mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan pesisir dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Penelitian sebelumnya oleh Rudy Hermawan et al. (2024) meneliti pemberdayaan 

perempuan nelayan di Pesisir Paciran, Lamongan. Fokusnya pada pengolahan ikan dan 

kesejahteraan ekonomi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan 

dan pengetahuan, tetapi hambatan modal, teknologi, dan akses pasar masih mengganggu 

pencapaian kemandirian ekonomi. 

Penelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan 

perempuan pesisir di Desa Kapetakan—meliputi keterampilan ekonomi, akses pelatihan, serta 

partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan komunitas—dan merancang strategi 

pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Manfaatnya antara lain menyusun rekomendasi 

kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi perempuan, memperluas akses pendidikan 

serta pelatihan, dan mendukung model pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan di 

komunitas pesisir. 

Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi inisiatif-inisiatif 

pemberdayaan yang sudah ada di masyarakat, serta mengeksplorasi peran kearifan lokal dalam 

mendukung pemberdayaan perempuan pesisir. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

ditemukan strategi-strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang tidak 

hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial yang lebih 

inklusif bagi perempuan pesisir. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan, baik di tingkat 

desa maupun kabupaten, serta memberikan inspirasi bagi pengembangan model pemberdayaan 

berbasis kearifan lokal yang dapat diterapkan di daerah-daerah pesisir lainnya. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan observasi partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh perempuan pesisir di Desa Kapetakan, baik dalam kegiatan perikanan maupun dalam 

kelompok pemberdayaan perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Observasi 

langsung di lapangan selama tiga bulan untuk mengamati perilaku dan interaksi perempuan 

dalam kegiatan ekonomi. (2) Wawancara mendalam dengan perempuan pesisir, tokoh 

masyarakat, dan pihak terkait (pemerintah desa, LSM, dan organisasi perempuan). (3) 
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Dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan mengenai aktivitas perempuan pesisir dalam 

pengelolaan hasil laut. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini memaparkan dinamika, tantangan, serta model pemberdayaan perempuan pesisir 

di Desa Kapetakan. Hasil didukung oleh observasi partisipatif, 20 wawancara mendalam, dua 

FGD, serta dokumentasi selama tiga bulan. 

 

Keterlibatan Perempuan dalam Ekonomi Lokal 

Perempuan di Desa Kapetakan berperan sentral pada sektor pengolahan hasil laut: 

1) 71% responden aktif di usaha mikro (pengolahan ikan asin, kerupuk, rumput laut), 

2) Hanya 18% perempuan yang menjadi pengambil keputusan usaha, sisanya bertindak 

sebagai pekerja keluarga. 

Data ini menguatkan temuan Binns dkk (2008) yang menyatakan bahwa perempuan 

pesisir di Asia Tenggara cenderung terjebak di peran produksi “kurang strategis” tanpa akses 

kendali bisnis. Meski demikian, inisiatif informal perempuan untuk berjejaring di kelompok 

arisan, pengajian, hingga koperasi simpan pinjam secara perlahan membangun kepercayaan 

diri perempuan dalam mengelola keuangan. Namun, hambatan tradisi—dimana posisi 

perempuan masih dipandang sebagai penopang ekonomi rumah tangga saja—membatasi 

peluang mobilitas sosial dan ekonomi. 

 

Akses terhadap Pendidikan, Pelatihan, dan Literasi Digital 

Sebagian besar pelaku UMKM perempuan (63%) hanya lulusan SD/SMP, dan 76% 

belum pernah ikut pelatihan kewirausahaan modern. Kegiatan pelatihan yang pernah diikuti 

cenderung bersifat teknis dan sesaat (misal, pelatihan olahan ikan oleh dinas), tanpa ada tindak 

lanjut atau pendampingan. 

Hasil FGD menunjukkan kebutuhan terbesar peserta adalah: 

1) Literasi digital (91% menyatakan belum bisa promosi daring/online) 

2) Manajemen usaha sederhana 

3) Pelatihan pemasaran & kemasan produk 

Perempuan menyebut keterbatasan waktu (70% responden mengaku waktu habis untuk urusan 

domestik), kurangnya akses fasilitas pendidikan nonformal, dan minimnya informasi mengenai 

peluang pelatihan sebagai hambatan utama. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Huyer 

(2016), akses pada pelatihan berkelanjutan dan digitalisasi adalah kunci peningkatan daya 

saing UMKM perempuan pesisir. 

 

Dukungan Modal, Akses Permodalan, dan Legalitas Usaha 

Hanya 27% pelaku usaha perempuan di Desa Kapetakan yang memiliki akses ke modal 

lembaga keuangan formal (koperasi, KUR, dana desa). Selebihnya, mengandalkan modal 

keluarga, hasil arisan, atau bahkan pinjaman informal berbunga tinggi. Hambatan administratif 

dalam pengurusan izin (NIB, PIRT) menjadi keluhan utama (68% responden menyatakan 

“proses rumit dan tidak paham cara pengurusan”). Hal ini menyebabkan banyak produk 

perempuan tidak bisa masuk ke pasar modern atau mendapatkan sertifikasi pangan yang 
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diperlukan. Implementasi model pelatihan legalitas, seperti simulasi pengurusan NIB/PIRT 

dalam capacity building, terbukti mampu meningkatkan legalisasi usaha. Data pasca pelatihan 

menunjukkan: 12 peserta berhasil mengantongi NIB baru, dan 8 peserta mengajukan sertifikat 

PIRT. 

 

Peran Sosial dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

Perempuan menjadi tulang punggung jaringan sosial desa, yakni mengatur kegiatan 

sosial, menjaga adat, hingga mengelola kelompok ibu-ibu pengajian. 

Namun, pada forum resmi desa (Musyawarah Desa/Musdes), hanya 2 dari 30 peserta 

perempuan yang pernah bicara atau terlibat aktif. 

FGD memperlihatkan bahwa mayoritas perempuan memiliki aspirasi untuk dilibatkan 

lebih jauh dalam proses perencanaan pembangunan desa, terutama dalam bidang pendidikan 

dan kesehatan. 

Tetapi, rendahnya kepercayaan diri dan budaya malu masih menjadi faktor penahan. 

Sejalan dengan temuan Rahman (2008), perubahan partisipasi politik perempuan pesisir 

membutuhkan proses pendampingan dan peneguhan peran melalui quota affirmative action di 

lembaga desa. 

 

Inisiatif Berbasis Kearifan Lokal dan Model Kolaborasi 

Gotong royong dan solidaritas lokal masih menjadi fondasi utama penguatan usaha 

perempuan. Beberapa kelompok perempuan berhasil memanfaatkan pengetahuan tradisional, 

misal teknik pengawetan ikan tanpa bahan kimia, atau inovasi kerajinan berbasis limbah laut. 

Adopsi model pelatihan kolaboratif dengan melibatkan LSM, pemerintah desa, dan mitra 

kampus menunjukkan peningkatan: 

1) Kemampuan branding produk lokal (contoh: “Kerupuk Ikan Kapetakan” kini dipasarkan 

dengan kemasan berstandar dan label UMKM desa). 

2) Peningkatan penjualan (dalam 3 bulan, omzet naik rata-rata 23% pada 10 peserta aktif 

capacity building). 

3) Terbentuknya 2 kelompok usaha bersama baru, khusus perempuan. 

 

Analisis Tematik Hambatan dan Peluang (SWOT) 

Kekuatan (Strengths): 

Ketersediaan bahan baku lokal, warisan keterampilan olahan hasil laut, solidaritas kelompok. 

 

Kelemahan (Weaknesses): 

Rendahnya literasi digital, akses pasar dan modal terbatas, gap pendidikan formal. 

 

Peluang (Opportunities): 

Program pemerintah (Bantuan Modal UMKM, pelatihan dinas, CSR), tren pasar daring/online. 

 

Ancaman (Threats): 

Dominasi budaya patriarkal, persaingan produk luar, fluktuasi harga hasil laut, perubahan 

iklim. 
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Dampak Capacity Building dan Implikasi SDGs 

Pelatihan berbasis capacity building yang diterapkan terbukti efektif: 

1) 24 dari 30 peserta kini punya akun bisnis digital (WA/IG) 

2) 15 peserta mendapatkan NIB 

3) Omzet usaha mikro naik rata-rata 23% 

4) 85% peserta menyatakan lebih percaya diri memasarkan produk dan ikut musyawarah 

kelompok usaha. 

Implikasi penelitian ini menguatkan ketercapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 5 

(Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak), dan SDG 12 (Konsumsi Produksi 

Berkelanjutan). 

 

Rekomendasi dan Pembelajaran Praktis 

1) Program capacity building perlu diperluas, diikuti dengan mentoring dan akses digital 

marketing. 

2) Pemerintah desa harus proaktif mengalokasikan quota perempuan dalam lembaga dan 

musdes. 

3) Kerjasama lintas sektor dan penguatan jejaring dengan pelaku usaha nasional perlu terus 

dikembangkan. 

4) Model pelatihan berbasis kearifan lokal dapat direplikasi untuk desa pesisir lainnya di 

Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kapetakan, Kabupaten Cirebon, dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan pesisir memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, namun masih terhambat oleh ketidaksetaraan 

gender, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, serta pengaruh budaya patriarkal yang 

membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Perempuan di desa ini berperan 

penting dalam sektor pengolahan hasil laut, tetapi keterbatasan akses terhadap modal, 

teknologi, dan pasar membatasi perkembangan usaha mereka. Oleh karena itu, disarankan 

untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi, memperkuat kapasitas 

kelompok usaha perempuan melalui model koperasi, mengurangi hambatan sosial dengan 

mendorong kesetaraan gender, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan. 

Selain itu, pemerintah dan lembaga non-pemerintah perlu bekerja sama merancang program 

pemberdayaan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal, seperti prinsip gotong-royong, untuk 

menciptakan model pemberdayaan yang berkelanjutan. Keterlibatan perempuan dalam proses 

pengambilan keputusan di tingkat desa juga harus ditingkatkan agar pemberdayaan dapat 

berjalan efektif, mendukung kemandirian ekonomi, serta mendorong perubahan sosial yang 

lebih adil dan inklusif. 
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